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KEMENKEU. SATK Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127 /PMK.05/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 256 /PMK.05/2015 TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16
ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
153/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi
Khusus;

bahwa dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan transaksi khusus, terdapat perubahan proses
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Mengingat

Menetapkan

bisnis transaksi khusus sehingga perlu mengubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
153/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi
Khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2054) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1554);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
256/PMK.05/2015 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana
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telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
153/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1554), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut SATK
adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan
pengeluaran serta aset dan kewajiban pemerintah
yang terkait dengan fungsi khusus Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta
tidak tercakup dalam Sub Sistem Akuntansi
Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran
yang bersangkutan.

Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat
KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan
barang yang berada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara

Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut UAKPA
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BUN TK adalah unit akuntansi yang melakukan
kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan
transaksi khusus pada tingkat satuan kerja di
lingkup Bendahara Umum Negara (BUN).

Unit  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya
disebut UAKKPA BUN TK adalah unit akuntansi
yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan
kegiatan penggabungan dan penyusunan laporan
keuangan seluruh UAKPA BUN TK yang berada
langsung di bawahnya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang
selanjutnya disebut UAP BUN TK adalah wunit
akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan
yang melakukan penggabungan laporan keuangan
seluruh UAKPA BUN TK.

Unit  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara
Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut UAKP
BUN TK adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I
Kementerian Keuangan yang melakukan
penggabungan laporan keuangan seluruh UAP BUN
TK.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
Pengelola Barang Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut UAKPLB BUN adalah satuan
kerja/unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk
mengurus/menatausahakan/mengelola Barang
Milik Negara yang dalam penguasaan BUN pengelola
barang.

Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya
disingkat DJA adalah unit eselon [ pada
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang penganggaran.
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Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
selanjutnya disebut DJPb adalah unit eselon I pada
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang perbendaharaan
negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I
pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang kekayaan negara,
piutang negara, dan lelang.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang
selanjutnya disingkat DJPK adalah unit eselon I
pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang perimbangan
keuangan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah
unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang
bertugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Badan Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat
BKF adalah wunit eselon I pada Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan
analisis di bidang kebijakan fiskal.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan
pemerintah  pusat yang tidak berasal dari
penerimaan perpajakan dan hibah.

Fasilitas Penyiapan Proyek adalah fasilitas fiskal
yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada
penanggung jawab proyek kerjasama yang dibiayai
dari sumber sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan mengenai fasilitas dalam rangka



